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Abstrak
 

Kajian ini mempunyai latar belakang masalah pentingnya pangan sebagai kebutuhan azasi manusia, adanya

pergeseran pembangunan ketahanan pangan dan ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen atau

impor untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pokok masalah penelitian ini adalah "apa rumusan strategi

pengembangan ketahanan pangan dan apa  prioritas strategi pengembangan ketahanan pangan di Propinsi

DKI Jakarta". Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan data

sekunder dan primer dan kuisioner terhadap 16 responden yang memahami dan berkecimpung dalam

pengembangan ketahanan pangan. Analisis data menggunakan Matrik Intemal-Ekstemal dan Proses Hirarki

Analitik (PHA) dengan alat bantu software Expert Choice 2000.

 

Peluang untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) kebijakan impor beras;

(2) kebijakan OPK dan RASKIN; (3) kebijakan penetapan harga gabah/beras; (4) subsidi pupuk dan kredit;

(5) perkembangan teknologi informasi, komputer dan transportasi; (6) otonomi daerah; (7) perkembangan

teknologi pertanian; dan (8) komitmen pemerintah. Faktor ancaman meliputi: (1) perubahan iklim/alam; (2)

globatisasi; (3) perubahan situasi politik; (4) laju inflasi; dan (5) fluktuasi nilai rupiah.

 

Kekuatan untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) ketersediaan sarana

dan prasarana perdagangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; (3) keberadaan lembaga

keungan; (4) keberadaan asosiasi dan kelembagaan pangan; (5) ketersediaan SDM; (6) partisipasi

masyarakat; dan (7) kerjasama Mitra Praja Utama. Faktor kelemahan meliputi: (1) keterbatasan lahan

pertanian; (2) ketergantungan pasokan pangan; (3) keterbatasan modal petani; (4) meningkatnya jumlah

penduduk; (5) terbatasanya akses informasi ketahanan pangan; (6) kemiskinan; (7) pola konsumsi beras; dan

(8) belum adanya institusi ketahanan pangan.

 

Hasil analisis dengan Matrik Internal-Ekstemal diperoleh hasil total nilai faktor internal 2,576 dan nilai

faktor eksternal 2,722 sehingga strategi yang sesuai adalah strategi growth.

 

Rumusan strategi yang dikembangkan meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan

kerjasama; (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan; (3) pembangunan sistem cadangan pangan; (4)

peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi

pangan.

 

Hasil analisis dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) diperoleh faktor untuk pengembangan ketahanan

pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah kepastian pasokan pangan (bobot 0,457), sistem distribusi pangan

(bobot 0,289), diversifikasi konsumsi pangan (bobot 0,131), dan sistem penyimpanan pangan (bobot 0,122).

Aktor yang berpengaruh meliputi Pemda DKI (bobot 0,365), BUMD/swasta (bobot 0,314), masyarakat
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(bobot 0,163) dan pemerintah pusat (bobot 0,158). Prioritas straegi adalah: (1) pengembangan dan

peningkatan intensitas jaringan kerjasama (bobot 0,277); (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan (bobot

0,247); (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat (bobot 0,163); pembangunan sistem

cadangan pangan (bobot 0,161); dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan (bobot 0,152).

Prioritas altematif kelembagaan berturut-turut:(1) pemerintah dan swasta (bobot 0,621); (2) pemerintah

murni; dan (3) swasta murni/mekanisme pasar (bobot 0,179).

 

Pelaksanaan alternatif strategi memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan pihak

lain yang terkait, dan dukungan kebijakan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain-

lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai Pola Pangan

Harapan (PPH) dan pemetaan ketahanan pangan tingkat wilayah dan rumah tangga.

<hr><i>Strategy of Development Food Security in DKI Jakarta ProvinceDKI Jakarta doesn't have enough

land to food production. in order to adequate the needed of food, DKI Jakarta Province must supply them

from others region or import. The research objectives are to (1) formulated of strategy development food

security in DKI Jakarta Province with identified strengths, weaknesses, opportunities and threats and (2)

formulated priority of strategy development food security in DKI Jakarta Province. Data analysis with

Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Internal-External and

Analytical Hierarchy Process (AHP).

 

The opportunities of developing food security in DKI Jakarta Province are (1) import rice policy; (2)

targeted price subsidy policy; (3) floor price policy; (4) fertilizer and food security subsidies; (5)

information, computer and transportation technologies; (6) local autonomy; (7) development agriculture

technology; and (8) government commitment. The threats are (1) climate alteration; (2) globalization; (3)

national politic situation; (4) inflation rate; and (5) Rupiahs kurs. The strengths are: (1) trade infrastructure;

(2) transportation infrastructure; (3) finance institution; (4) food association and institution; (5) human

resource; (6) community participation; and (7) cooperate with other provinces. The weaknesses are: (1) land

agriculture limited; (2) dependences to other region or import; (3) capital farmer limited; (4) increasing

population; (5) limited information of food security; (6) poverty; (7) consumption model; and (8) there is not

special food security institution yet. Results Internal - External analysis are 2,576 for internal score and

2,722 for external score.

 

The formulation and priority strategies are: (1) developing and improving of network cooperation intensity

(0,277); (2) improving distribution of food capacity (0,247); (4) developing of food stock system (0,161);

(3) improving community empowerment and participation (0,163); (5) diversification of food production

and consumption (0,152). DKI Jakarta Province should coordinate with central government and mapping

food security in local and household level for implementing strategies.</i>


